BAB |1
TEORI UMUM TENTANG FATWA DSN MUI

A. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah,
nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum,
jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istiliah fikih disebut mufti,
sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa
tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun kelompok
masyarakat. Dalam ushul al-figh, fatwa berarti, pendapat yang
dimukakan seorang mufti, baik mujtahid atapaun fagih, sebagai
jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak
mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh
mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin),
tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah
yang diajukannya.’

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover
dalam Al-Qur’an dan as-sunnah melalui pranata ijtihad ini
membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat.
Tindakan membuat hukum tanpa landasan yang jelas (tahakkum) yang

sangat dicela oleh agama, sebagaimana diisyaratkan dalam firman

! Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, (Serang: Yayasan Ulumul
Qur’an, Thn 2000) hal 1.
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Allah SWT Q.S An-Nahl ayat 116 :
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“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut
olen lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-

orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah
beruntung. "2
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Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri,
wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli
(Ulama). Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan
yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon
perkembangan permasalahan yang bersifat ke-kinian atau kontemporer.
Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan
status hukum pada suatu masalah yang muncul.?

Dalam kajian ushul al-figh, dilihat dari segi produk hukumnya,
terdapat perbedaan antara mujtahid dengan mufti. Seorang mujtahid
berupaya meng-istinbathkan-kan hukun dari nash ( al-Qur’an dan atau
Sunnah ) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak. Sedangkan
mufti, tidak mengelurkan fatwanya kecuali apabila diminta dan
persoalan yang diajukan kepadanya adalah sesuatu yang dapat

dijawabkan sesuai dengan pengetahuan serta kemampuannya.

2 Fadil Abdu Rahman Bafadol, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:
Jumanatul Ali-Art, 2005), hal 281
® Ma’aruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Elsas), hal 7-8
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Karenanya, dalam menghadapi suatu persoalan hukum, seorang mufti

harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan

mempertimbankan kemaslahatan mustafti, lingkungan sekitar serta

tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.*

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses

pemberian fatwa (iftaa), yakni:

1.

Al-Ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum
syara’ (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang
diajukan.

Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan
pertanyaan atau meminta fatwa.

Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
Mustafti fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian
yang ditanyakan status hukumnya.

Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa,

kasus atau kejadian yang ditanyakan.”

Kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dalam proses penetapan fatwa.

Fenomena dan realita permintaan fatwa (istiftaa) sudah ada dan

umum berlaku sejak awal perkembangan islam. Pada zaman Nabi

Muhammad SAW banyak sahabat yang bertanya tentang berbagai

masalah kepada beliau. Jawaban atas pertanyaan para sahabat tersebut,

* Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa,... ..., hal 2
® Ma’aruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,... ..., hal 21
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ada yang termaktub dalam Al-Qur’an dan ada pula, ini yang umum,
dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Saw.

Terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan
sahabat ketika itu. Tetapi yang perlu dicatat, walaupun ayat tersebut
merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat
di zaman Nabi, akan tetapi kandungan hukum ayat tersebut berlaku
umum bagi umat Islam, karena dalam hal ini yang diperhitungkan
adalah bunyi teks tersebut bukan semata-mata kekhususan
permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan, sesuai dengan
kaidah al- ‘ibratu bi’ umum al-lafdhi la bikhusus as-sabab.

Contoh ayat-ayat Al-Qur’an yang secara  eksplisit
mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam
ayat-ayat berikut :

a. QS. An-Nisa [4]: 127

“«“

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita.
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa
yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan)
tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada
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mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin
mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang
lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak
yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

a. QS. Ash. Shaffat [37]: 149

.
P Y L VP (AL >
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“Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir
Mekah):’Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk
mereka anak laki-laki.”’

Di dalam kitab Mafaahim Islaamiyah diterangkan sebagai
berikut, “secara literatur, kata “al-fatwa” bermakna ‘ jawaban atas
persoalan-persoalan syariat atau perundang-undang yang sulit. Bentuk
jamaknya adalah fataawin dan fataaway. Jika dinyatakan aftay fi al-
mas’alah ¢ adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan
syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan
pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.

Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau ifia’ berasal dari kata
afta’ yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu
usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya
kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari rumusan itu dapat
diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut. (1). la adalah
usaha memberikan penjelasan. (2). Penjelasan yang diberikan itu

adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad. (3).

® Fadil Abdu Rahman Bafadol ‘Al Al-Qur’an dan Terjemahnya,... ..., hal 99
" Fadil Abdu Rahman Bafadol, Al-Qur’an dan Terjemahnya,... ..., hal 452
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Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang
yang dijelaskannya itu. (4). Penjelasan itu diberikan kepada orang yang
bertanya yang belum mengetahui hukumnya.®

Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan
hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-
permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-
Qur’an, sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara
yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang
mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan
memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan
ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan
terhenti.?

Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada
syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana
jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya
mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang di keluarkan oleh pihak atau
orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan
pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur
dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa
mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat
hukum (tahakum) yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para salaf

as-shaleh senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.™

# Mardani, Ushul Figh, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), hal 374-375
® Mardani, Ushul Figh,... ..., hal 373-374
10 Ma’aruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,... ..., hal 27
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Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam.
Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan
kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam.
Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab pekembangan
zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan (An-nushush
al-syar’iyah). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan
pula kemaslahatan umum (mashlahah ‘mmah) dan intisari ajaran
agama (maqashid al-syari’yah), sehingga fatwa MUI benar-benar
menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis
ekonomi syariah di indonesia.™*

Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan
dengan tujuan tersebut. Sungguhpun demikian, jika terjadi pertentangan
antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan
dengan nash gath’i, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab
bagi MUI nash gath’i adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan
didahulukan daripada akal.*2

Imam syafi’i berkata tentang fatwa: “ tidak halal seseorang
memberikan fatwa tentang agama Allah, kecuali mengerti seluk beluk
kitab Allah, tentang nasikh dan mansukhnya, muhkam dan
mutasyabihnya, ta’wil dan tanzilnya, makiyah dan madaniyahnya, apa
yang dikehendakinya dan dalam hal apa ayat tersebut diturunkan.
Setelah ia mengerti tentang hadist Rasulullah Saw. Tentang nasyikh
dan mansyukhnya mengerti seluk beluk hadis sebagaimana mengerti

seluk beluk Al-Qur’an, mengerti bahasa Arab, dan mengerti nilai rasa

! Mardani, Ushul Figh,... ... hal 385
12 Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, ... ...., hal 143
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bahasa Arab, mengerti persoalan (perangkat) yang diperlukan oleh
ilmu dan Al-Qur’an. Selain itu dia harus mampu bersifat pendiam
(memerhatikan), tidak hanya bicara setelah itu dia menghormati
pendapat para ahli pikir, dan memiliki kemampuan untuk berfatwa.
Apabila semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka ia boleh
berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun jika tidak
demikian, ia boleh berbicara hal ihwal ilmu tapi tidak boleh memberi
fatwa.”

Bila diperhatikan pendapat Imam Syafi’i di atas, maka
persayaratan seorang mufti sama dengan persyaratan seorang mujtahid,
atau ia berpendapat seorang mufti itu adalah seorang mujtahid,
walaupun ada ulama yang membedakannya, seperti yang telah di

jelaskan diatas.*®

B. Sejarah Lahirnya Fatwa

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah
ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan
pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang
diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban
yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui Malaikat jibril yang
tercantum dalam Al-Qur’an, dan (2) jawaban yang berupa pendapat

Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam Hadis. Pertanyaan-pertanyaan

'3 Mardani, Ushul Figh,... ..., hal 376
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beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis-
hadis Rasulullah SAW.*

Konsep fatwa dalam Islam mengalami perkembangan dari masa
Islam hingga masa kini. Pada masa Nabi Muhammad SAW,
pertanyaan-pertanyaan umat mengenai Islam baik bidang ketauhidan,
syariah, maupun akhlak diajukan langsung kepada Nabi SAW. Pada
saat itu, fatwa yang diberikan oleh Nabi sebagai jawaban atas
pertanyaan tersebut, dalam dua bentuk. Pertama, jawaban merupakan
wahyu dari Allah SWT yang kemudian tersusun dalam Al-Qur’an.
Kedua, jawaban merupakan pendapat dari Nabi sendiri yang disebut
sunnah Rasulullah.,

Jika kepada Rasulullah ditanyakan hukum suatu masalah atau
timbul masalah baru yang menuntut segera diputuskan ketentuan
hukumnya, maka beliau menunggu turunnya wahyu. Jika wahyu yang
dimaksud turun, maka wahyu itulah yang memberikan jawaban atau
ketentuan hukumnya, tetapi jika tidak, maka berarti beliau diizinkan
Allah untuk menjawab atau memberikan ketentuan masalah yang
ditanyakan atau terjadi dan sesudah dimaklumi bahwa beliau tidak
berucap berdasarkan hawa nafsunya.™

Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan
bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu

berkenaan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan

4 Yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama) hal 71

!> Yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia,... ..., hal 75-76.
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oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Fatwa mulai diperlukan
saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Namun, keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi’in dan tabi’ut
memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka
berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan
ijtihad. kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan
sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda
dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa.

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-
Qur’an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-
naskah figh dalam bahas Arab.'® Fatwa sebagai satu produk ijtihad
tidak muncul di ruang yang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang
mendorong munculnya satu fatwa.!’ Fatwa-fatwa itu sendiri adalah
berupa pertanyaan-pertanyaan, diumumkan baik oleh komisi fatwa
sendiri atau oleh MUI.

Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai
keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari
fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan
tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-
dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Al-Qur’an maupun menurut akal,

melainkan keputusan itu langsung saja berisi pertanyaan fatwa, di mana

® Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta: Dwibahasa), hal 79-80

7 Aunur Rohim Fagih. dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, (Yogyakarta:
Graha llmu) hal 43
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dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-
persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumka:
tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal yang
diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi
disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah
menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan
pada fatwa yang bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada

dicantumkan tanda tangan Mentri Agama.'®

C. Sejarah DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada Tahun 1975,
baik golongan Ulama tradisional maupun golongan modern mempunyai
wakil-wakilnya dalam MUI dan melalui badan itu memberikan fatwa-
fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI
telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara
keagamaan, pernikahan,kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu
pengetahuan dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam
kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia.™

pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah

semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum

¥ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,... ...,
hal 80

¥ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,...
...,hal 5
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bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandikan
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah
mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan
prinsip syariah.?

perkembangan yang pesat di bidang lembaga keuangan syariah
memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi
lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yakni
Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan Bank dan kementerian
keuangan untuk Lembaga Keuangan bukan Bank, tidak memilih
otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari
teks Al-Qur’an, al-Hadist, maupun Kitab fikih.

Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya tentang Reksa
Dana Syariah. salah satu butir rekomendasi dari lokakarya tersebut
adalah perlunya pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Pembentukan DSN disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober
1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN
pada tahun bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli
Pengembangan Syariah di Bank Indonesia.?* Bahwa dewan Syariah
Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-

20 Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam
Produk Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: BPFE), hal 49

?! Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam
Produk Perbankan Syariah di Indonesia,... ..., hal 49
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lembaga keungan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran
Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk
oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan
untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah
Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan
Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen
keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan
atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan
Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang
yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah
Nasional ditunjuk dan diangkat olah MUI untuk masa bakti 4 (empat)
tahun.?

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di
bidang perbankan, asuransi dan pasar modal, menjadi perhatian khusus
bagi para Ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Perhatian para
Ulama disertai dorongan para praktisi keuangan syariah kemudian
dilakukan dengan pembentukan DSN pada tahun 1999. Salah satu tugas
dari DSN adalah penetapkan fatwa-fatwa di bidang Ekonomi Syariah.
Ketentuan yang dibuat dalam bentuk fatwa ini karena DSN sebagai
bagian dari MUI tidak termasuk lembaga pemerintah yang dapat

menetapkan suatu ketentuan yang bersifat mengikat.

22 Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan
Mudah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6
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Telah terbit peraturan Mahkamah Agung No0.02 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberlakukan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk digunakan sebagai pedoman
prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
perkara yang bekaitan dengan ekonomi syariah. Dalam tata urutan atau
hierarki peraturan perundang-undangan sebagaiman diatur dalam pasal
7 ayat (4) UU No. 10 Th. 2004 bahwa peraturan yang dibuat oleh
Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih ini tinggi.?®

Pengembangan lembaga-lembaga keungan terutama lembaga
keuangan syariah juga mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat, dan
adalah pada saatnya untuk melakukan pemantaun, pengawasan, dan
arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga
keuangan tersebut. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang
membahas pandangan syariah tentang reksadana dan rekomendasi
lokakarya yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syariah
Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga
keuangan syariah. Oleh sebab itu, dipandangan perlu adanya pedoman
dasar mengenai Dewan Syariah Nasional tersebut, yang meliputi:

1. Dasar Pemikiran.
a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan

syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya dewan pengawas

2% Yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia,... ... ,hal 221-222.
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syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu
didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung
berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh
kesamaan didalam penanganannya dari masing-masing Dewan
Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah
efiisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu
yang berhubungan dengan masalah ekonomi keungan.

c. Dewan Syariah Nasioanal diharapkan dapat berfungsi untuk
mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis
dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Pengertian

a. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan syariah
yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang
mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

b. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang
mengikuti syariah islam.

c. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan
dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

d. Badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional adalah
badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah

Nasional.
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e.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga
keuagan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan
keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan

syariah.?*

3. Kedudukan, Status dan Anggota

a.

C.

d.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama
Indonesia

Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti
Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam
menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keungan syariah.
Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama,
praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan
muamalah syariah.

Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh

MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

4. Tugas dan Wewenang

a. Dewan Syariah Nasional bertugas:

1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan
keuangan pada khususnya.

2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan
syariah.

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2% Sutan Remy Sjahden, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-

Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana), hal 109
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b. Dewan Syariah Nasional berwenang:

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas
Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan
menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang, seperti Departeman keuangan dan Bank
Indonesia.

3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas
Syariah.

4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah
yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah,
termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam
maupun luar negeri.

5) Memberikan peringatan kepada lembagakeuangan syariah
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Mekanisme Kerja
a. Dewan Syariah Nasional
1) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang

diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
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2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling
tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat
dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga
keungan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenubhi
segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.”®

D. Metode Istinbath DSN MUI

Tata cara penetepan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman

sebagai berikut.
Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1.
2.
3.
4.

Al-Qur’an
Al-Sunnah
Al-ljma
Al-Qiyas

Pasal 2

1.

Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus

memerhatikan:

a) Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1

b) Pendapat iamam-imam mazhab dan fugaha yang terdahulu
dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan

wajah istidlalnya

> Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,...

..., hal 51-52.
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2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya
menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih
maslahat bagi umat untuk diwafatkan

3. Apabila masalah yang diwafatkan tidak terdapat dalam
ketetapan pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud
oleh pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama’i.?°

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah

1.

Majelis Ulama Indonesia mengenai:

a) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan
menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan

b) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah nyang diduga
dapat meluas ke daerah lain

Majelis Ulama Daerah tingkat 1 mengenai masalah-masalah

keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan

terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majlis Ulama

Indonesia/ komisi fatwa

Pasal 4

1.

Rapat komisi fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi
fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan majlis ulama
Indonesia/ dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1,
dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta

rapat apabila dipandang perlu.

26 Mardani, Ushul Figh,... ..., hal 385
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2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:

a) Ada permintaan atau petanyaan yang oleh majelis ulama
indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.

b) Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari
permintaan lembaga sosial kemasyarakatan atau majelis
ulama indonesia sendiri.

3. Mengenai tata tertib rapat komisi fatwa berupa fatwa
mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi fatwa
kepada dewan pimpinan majelis indonesia/dewan pimpinan
majelis ulama indonesia tingkat 1.

4. Dewan pimpinan majelis ulama indonesia/dewan pimpinan
majelis ulama indonesia tingkat 1 mentanfidzkan fatwa
tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan
fatwa.’

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-
jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan
syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN
melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota
DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha
baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur
penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut.

a) Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI menerima usulan atau
pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan

syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bias dilakukan oleh

2" Mardani, Ushul Figh,... ..., hal 386
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praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah
atau langsung ditujukan pada seketariat Badan Pelaksana Harian
DSN-MUIL.

b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari
kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua.

¢) Ketua badan pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH
DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus
membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan
pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum
tersebut.

d) Ketua badan pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya
membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat pleno Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat
pengesahan.

e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari Rapat pleno
DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut
ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum
MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio sekretaris Umum
MUI).%®

Menurut KH. Ma’ruf Amin (ketua DSN-MUI), bahwa secara
ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI

adalah sebagai berikut.

%8 Yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, ... ...,hal 158.
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a)

b)

d)

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih
dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan
diwafatkan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalinya.
Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-gath’iyah)
akan disampaikan sebagaimana adanya.

Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) di
kalangan mazhab, maka(1) penetapan fatwa didasarkan pada
hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat
mazhab melalui al-jam'u wa al-taufiq; dan (2) jika usaha
penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa
didasarkan pada hasil tarjih melalui metode mugaranah al-
mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul figih
mugaran.

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya
dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil
ijtihad jama’i (kolektif) melalui metode bayani ta’lili (qiyas,
istihshani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari ah.

Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum
(mashalih’ammah) dan magashid al-syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI

bersifat moderat (tasawuth), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks

nash (tasyadud), tapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan

hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (tasahul), DSN-MUI

berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata

melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang
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seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (mashlahah
mauhumah ), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk
mashlahah yang pasti (mashlahah qath’iyah). Sehingga tidak ada
alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan
melanggar prinsip syariah.?®

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan
dalilnya, baik Al-Qur’an maupun Hadist Nabi Saw. Menyatakan
hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan tahakkum
(membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena termasuk dosa
besar melebihi dosa syirik,* Sebagaimana dapat dipahami dari firman

Allah Swt, surat al-A’raf (7) ayat 33:
BTy T G G e 548 G el 5 25 ) 2
Jo 15058 ofy Gbll Loy Ui o G Ak 148 ubua”jw
2 O N e T

“Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang Kkeji,
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)
mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan
hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah
apa yang tidak kamu ketahui. 7%

2% Mardani, Ushul Figh,.... ..., hal 387
% Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa,... ...., hal 142
31 Fadil Abdu Rahman Bafadol, Al-Qur’an dan Terjemahnya,... ..., hal 155
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Dalam surat al-Nahl (16) ayat 116, secara tegas Allah Swit.

Melarang tahakkum:

N IO 1t
T 05l ¥ OIS

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut
lidahmu secara dusta, ini halal dan haram, untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. "%

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI
pada setiap akan menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa.
Kekhawatiran akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarka suatu
fatwa, adalah dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta
sosiokultural masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa
kemaslahatan dan agar sejalan tujuan pensyaria’tan hukum Islam
(magashid al tasyri’), yaitu al-mashlahah al-‘ammah (kemaslahatan
umum) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman
dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum,
yakni al-Qur’an dan sunnah serta dalil lainnya seperti ijma’ sahabat, di

samping memperhatikan kemashlahatan tadi.

32 Fadil Abdu Rahman Bafadol, Al-Qur’an dan Terjemahnya,... ..., hal 28
% Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa,... ..., hal 143



